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Abstract

The amendment of Government Regulation No. 24 of 2005 to Government
Regulation No. 71 of 2010 based on accruals, made the government, especially the local
government must apply and implement it no later than 5 years, namely in 2015. However,
until now there are still many who do not fully understand the accounting-based accruals.
There are various factors that influence government's preparedness and readiness in
implementing accrual basis financial reporting. This study aims to analyze and examine the
effects of environmental uncertainty, decentralization and assignment to accrual basis
financial reporting. Population and sample in this research are Financial Administration
Official of Regional Finance Organization (PPK-OPD) and Regional Finance Administration
(PPKD) in Sidoarjo Regency. The study was conducted on 13 Local Government
Organizations. The research method is quantitative and analytical technique using Multiple
Linear Regression with SPSS data statistic application. The results of this study indicate that
environmental uncertainty, decentralization and assignment have an effect on the accrual
based financial reporting.

Keywords : Environmental uncertainty, decentralization, task loading, Accrual based
financial reporting

1.Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan entitas

bisnis akan informasi mengakibatkan informasi juga mengalami perubahan yang sangat cepat.
Akuntansi manajemen merupakan salah satu jenis informasi yang dibutuhkan oleh
manajemen dalam memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi atas berbagai alternatife
tindakan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti
perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, suatu organisasi tidak
akan berjalan mulus tanpa adanya manajemen yang merupakan satu kelompok utuh dari
organisasi yang terdiri dari manajer, direktur, dewan direksi dan sebagainya. Akuntansi dapat
dipandang dari dua sudut sisi, yaitu akuntansi manajemen sebagai tipe akuntansi dan
akuntansi manajemen sebagai tipe informasi. Pemahaman yang baik mengenai karakteristik
akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe akuntansi akan membantu pemahaman
karakteristik dan perekayasaan informasi akuntansi manajemen. Sebagai salah satu tipe
informasi, akuntansi merupakan sistem yang mengelola masukkan yang berupa data informasi
atau data keuangan untuk menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi yang dibutuhkan
oleh pemakai, dimana fungsi utama akuntansi adalah menyediakan informasi untuk
pengambilan keputusan bagi para pengguna informasi (Rini, 2007). Salah satu pihak yang
menggunakan informasi akuntansi adalah manajer. Manajer menggunakan informasi
akuntansi untuk tujuan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan dan
pengendalian organisasi. Informasi akuntansi merupakan sumber informasi penting yang
membantu manajemen mengendalikan aktivitasnya serta mengurangi masalah ketidakpastian
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lingkungan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ketika unsur dalam suatu organisasi
menjadi semakin kompleks, pihak manajemen membutuhkan informasi yang dapat
mendukung dalam membuat keputusan manajerial.

Menurut Rizna (2009) Informasi Sistem Akuntansi Manajemen didefinisikan sebagai
suatu informasi formal yang telah didesain untuk mempermudah pengambilan keputusan dan
mengevaluasi aktivitas manajerial dan memenuhi karakteristik informasi Sistem Informasi
Manajemen (SAM) yaitu broad scope, timeliness, aggregation dan integration. Salah satu
fungsi sistem akuntansi manajemen (SAM) adalah suatu mekanisme kontrol organisasi, serta
merupakan alat yang cukup efektif didalam menyediakan informasi yang bermanfaat guna
memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi dari aktifitas yang bisa dilakukan. Perubahan
lingkungan juga memegang peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu
organisasi. Lingkungan organisasi telah berubah seiring perubahan zaman, dengan tingkat
ketidakpastian lingkungan yang semakin tinggi. Ketidakpastian lingkungan yang saat ini
melanda berbagai aspek kehidupan mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya
menuntut manajer untuk menyiapkan diri dan perusahaan dalam menghadapi perubahan yang
cepat.

Informasi dalam sistem desentralisasi lebih banyak dibutuhkan dibandingkan dalam
organisasi yang tersentralisasi. Hal ini dikarenakan sistem sentralisasi manajer hanya
menjalankan perintah atasannya saja. Sebaliknya dalam desentralisasi manajer memerlukan
informasi lebih banyak untuk membuat dan mengambil sebuah keputusan. Dalam yang
kondisi ketidakpastian lingkungan yang semakin tinggi, bentuk struktur yang sesuai adalah
desentralisasi. Hal ini disebabkan karena kondisi ketidakpastian lingkungan tinggi diperlukan
suatu pengambilan keputusan yang cepat dan segera. Desentralisasi merupakan penyerahan
pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, dimana manajer line terdepan yang berhubungan
langsung dengan pusat permasalahan akan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan,
sehingga keputusan dapat diambil cepat. Penyelenggaraan desentralisasi dimaksudkan untuk
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab manajer secara
proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya
nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan. Persoalan lainnya yang muncul
dengan desentralisasi adalah respon dan beban tugas setiap bagian unit kerja untuk
melaksanakannya sangat berbeda antara masing-masing.

Selain itu pula, pembebanan tugas yang dalam hal ini dititik beratkan pada job
descreption, dapat menjadi salah satu faktor penentu yang dapat mempengaruhi kinerja
manajer. Sifat-sifat pembedaan tugas dalam research & development secara pontensial dapat
mempengaruhi keefektifan bentuk pengendalian akuntansi karena sifatnya yang tidak rutin.
Rutinitas didefinisikan sebagai suatu teknologi dalam melakukan tugas-tugas yang berulang-
ulang dan yang dapat diprediksi. Informasi akuntansi manajemen juga diperlukan dalam
perwujudan good coorporate governance, baik di sektor publik maupun di sektor swasta.
Tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan dengan transparan dan akuntabel
sejalan dengan keinginan masyarakat Indonesia, untuk mengganti sistem akuntansi tradisional
dan akuntansi berbasis kas ke sistem akuntansi berbasis akrual. Fenomena yang dapat diamati
dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintah
(KSAP) menerbitkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan melalui
PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menggantikan PP
Nomor 24 tahun 2005 yang menggunakan basis kas menuju akrual (cash toward accrual).
Tahun 2015 menjadi tahun terakhir dari batas waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk
sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 menerapkan Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual (APBA).

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan
peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya
transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
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Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya
arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena
seluruh arus sumber daya dicatat. Di Indonesia, penerapan basis akrual harus dilaksanakan
oleh seluruh organisasi sebagai entitas pelaporan. Selain itu, diharapkan adanya upaya
pengharmonisasian berbagai peraturan pada berbagai organisasi sektor publik baik satuan
organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini ditegaskan
dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 36 ayat
(1) yang berbunyi sebagai Berikut : “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 12, 14,
15, dan 16 undang-undang dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama
pengakuan dan pengukuran pendapatan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan,
digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”. Masing-masing satuan kerja
memperoleh dana dari pemerintahan pusat melalui Kementrian Keuangan. Selanjutnya satuan
kerja mengelola pendanaan tersebut secara desentralisasi bersama-sama dengan unit-unit kerja
(subsatker) dibawahnya. Karena dana yang diberikan kepada satuan kerja adalah dana dari
pemerintah maka setiap satker harus menggunakan dan mempertanggung jawabkannya secara
akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa:
“Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang
mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis
akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan
anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD”. Pada Standar Akuntansi
Pemerintah berbasis akrual ini, beberapa isu penting perubahan yang perlu dipahami adalah
laporan keuangan pokok yang disusun pada Standar Akuntansi Pemerintahan lama (PP No. 24
tahun 2005) terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Neraca; (3) Laporan Arus
Kas; (4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan pada SAP baru (PP No. 71
tahun 2010) komponen laporan keuangan terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
(2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (3) Neraca; (4)
Laporan Operasional (LO); (5) Laporan Arus Kas (LAK); (6) Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE); (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntansi berbasis akrual dianggap memiliki sejumlah manfaat untuk organisasi
sektor publik. Para pendukung penerapan basis akrual dalam organisasi sektor publik,
menyakini bahwa akuntansi akrual mengakui beban ketika transaksi terjadi, dianggap
menyediahkan gambaran operasional pemerintah secara lebih transparan. Manfaat-manfaat
penerapan basis akrual menurut H Thompson dalam Widjajarso (2008), mencakup hal-hal
seperti: (1) Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah; (2)
Menunjukan bagaimana katifitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah dapat
memnuhi kebutuhan kasnya; (3) Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang
sebenarnya kewajiban pemerintah; (4) Meningkatkan daya pengelolaan aset dan kewajiban
pemerintah; dan (5) Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih
komprehensif dalam penyajian. Namun dalam penerapannya memiliki banyak kendala dan
memerlukan dana yang besar serta waktu yang sangat panjang. Kendala utama terjadi karena
kurangnya tenaga akuntansi atau SDM sudah terbiasa menggunakan sistem pencatatan single
entry, sehingga untuk mengubah menjadi double entry menjadi sangat sulit.

Didefinisikan secara terpisah yang dikemukakan oleh Kusrini dan Kinoyo (2007)
pendekatan yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau komponennya sistem sebagai
“sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai
suatu tujuan”. Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang
bermanfaat bagi pengambilan keputusan atau mendukung sumber informasi. Sumber
informasi dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri atas rangkaian subsistem
informasi terhadap pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi
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pengambilan keputusan. Hasil dari penelitian sebelumnya dari Kristiawati (2015) dan
Wiryaningsih et al., (2017), menyatakan bahwa masih belum optimalnya penerapan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis
akrual.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah objek penelitian ini dilakukan pada OPD
Pemerintah Daerah yakni Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, alasan pada Pemerintahan
Kabupaten Sidoarjo karena laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan
opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2014 dan tahun
2015 serta untuk mempertahankan opini yang telah didapat oleh Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo untuk tahun-tahun berikutnya, selain itu untuk mengetahui seberapa efektif
penerapan akuntansi berbasis akrual dimana dalam penelitian ini mengaplikasikan pada
pelaporan keuangan berbasis akrual. Menurut Novian Herodwijayanto menjelaskan  bahwa
tahun ini merupakan pemeriksaan keuangan pertama dengan menggunakan basis akrual.
“Tahun 2015 merupakan tahun pertama dimana seluruh pemerintah baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah diwajbkan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual, tentu saja
proses migrasi ini merupakan tantangan yang tidak kecil, tidak hanya pada pemerintah pusat
maupun daerah tetapi juga para pemeriksa itu sendiri”.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1).
Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan berbasis akrual
?, (2).Apakah desentralisasi berpengaruh terhadap pelaporan keuangan berbasis akrual ?, (3).
Apakah pembebanan tugas berpengaruh terhadap pelaporan keuangan berbasis akrual ?.
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah (1).Untuk menguji secara empiris apakah
ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan berbasis akrual ?,  (2).
Untuk menguji secara empiris apakah desentralisasi berpengaruh terhadap pelaporan
keuangan berbasis akrual ?, (3).Untuk menguji secara empiris apakah pembebanan tugas
berpengaruh terhadap pelaporan keuangan berbasis akrual ?.

2.Kajian Pustaka & Pengembangan Hipotesis
Ketidakpastian Lingkungan

Lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi McLeod dan
Schell, (2001). Lingkungan suatu organisasi akan berbeda dibandingkan dengan lingkungan
organisasi lainnya, bergantung pada jenis dan lokasinya. Pengertian ketidakpastian
lingkungan menurut Robbins dan Coulter yang dialihbahasakan olehSabran dan Putera (2010)
adalah sebagai berikut : “Ketidakpastian lingkungan merupakan tingkat (laju) perubahan serta
kompleksitas yang terjadi di lingkungan tersebut.” Ketidakpastian lingkungan sebagai
keterbatasan individu dalam menilai probabilitas seberapa besar keputusan yang telah dibuat
akan gagal atau berhasil yang disebabkan karena kesulitan untuk memprediksi kemungkinan-
kemungkinan yang akan terjadi (Kartika, 2010). Berdasarkan pengertian ketidakpastian
lingkungan yang telah dikemukakan dapatdisimpulkan bahwa ketidakpastian
lingkunganadalah kondisi lingkungan di luar perusahaan yangdapat terjadi dan dapat
mempengaruhi aktivitas perusahaan, akan tetapisulit untuk diprediksioleh manajer. Tahyudin
(2013) ketidakpastian lingkungan dapat dikelompokan menjadi tiga tipe. Adapun tiga tipe
ketidakpastian lingkungan, yaitu:
a. Ketidakpastian keadaan (state uncertainty)
b. Ketidakpastian pengaruh (effect uncertainty)
c. Ketidakpastian respon (response uncertainty)

Jenis-jenis ketidakpastian lingkungan menurut Miliken tersebut di atas dapat dijelaskan
sebagai berikut :
a. Ketidakpastian Keadaan (State Uncertainty)

Ketidakpastian keadaan (state uncertainty) terjadi jika seorang manajer merasa bahwa
lingkungan organisasinya tidak dapat di prediksi artinya seseorang tidak paham bagaimana
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komponen lingkungan akan mengalami perubahan. Seorang manajer dapat merasa tidak
pasti terhadap tindakan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi dinamika perubahan
lingkungan yang relevan, seperti pertumbuhan teknologi, budaya, dan lain sebagainya.

b. Ketidakpastian Pengaruh (Effect Uncertainty)
Ketidakpastian pengaruh (effect uncertainty) berkaitan dengan ketidakmampuan manajer
untuk memprediksi pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Seorang manajer berada
dalam ketidakpastian pengaruh bila ia merasa tidak pasti terhadap bagaimana sesuatu
peristiwa tersebut berpengaruh (ke dalam) dan kapan pengaruh tersebut akan sampai pada
perusahaan (waktu).

c. Ketidakpastian Respon (Respon Uncertainty)
Ketidakpastian respon (respon uncertainty) adalah usaha memahami pilihan respon apa
yang tersedia bagi manfaat organisasi dari tiap-tiap respon yang akan dilakukan. Dengan
demikian, ketidakpastian respon didefinisikan sebagai ketiadaan pengetahuan tentang
pilihan respon dan ketidakmampuan untuk memprediksi konsekuensi yang mungkin timbul
sebagai akibat pilihan respon.

Desentralisasi
Pengertian desentralisasi menurut Garrison dan Noreen (2001) adalah sebagai berikut

Desentralisasi adalah delegasi pengambilan keputusan otoritas di seluruh organisasi dengan
menyediakan manajer di berbagai tingkat operasi dengan otoritas untuk membuat keputusan
yang berkaitan dengan bidang tanggung jawab mereka. Menurut Simamora(2012), pengertian
desentralisasi adalah sebagai berikut “Desentralisasi adalah delegasi otoritas/wewenang
pengambilan keputusan kepada atasan manajemen yang lebih rendah di dalam sebuah
organisasi.” Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai desentralisasi, maka dapat
disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan suatu proses pembagian tugas dan wewenang
dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut dengan cara bagaimana
organisasi akan dijalankan. Desentralisasi berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap
karakteristik informasi sistem manajemen yang andal, hal ini disebabkan karena manajer
memiliki tanggung jawab dan pengendalian aktivitas yang lebih besar sehingga membutuhkan
akses yang lebih besar pula kepada informasi.

Menurut Handoko (2001) Desentralisasi mempunyai nilai hanya bila dapat membantu
organisasi mencapai tujuannya dengan efisien. Penentuan derajat desentralisasi sangat
dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :
a. Karakteristik manjemen.

Banyak manajer puncak yang sangat otokratik dan menginginkan pengawasan pusat yang
kuat. Hal ini akan memepengaruhi kesediaan manajemen untuk mendelegasikan
wewenangya

b. Ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi.
Organisasi tidak mungkin efisien bila semua wewenang pembuatan keputusan ada pada
satu atau beberapa manajer puncak saja.Suatu organisasi yang tumbuh semakin besar dan
kompleks, ada kecenderungan untuk meningkatkan desentralisasi. Begitu juga,
tingkatpertumbuhan yang semakin cepat akan memaksa manjemen meningkatkan delegasi
wewenangnya.

c. Strategi dan lingkungan organisasi.
Strategi organisasi akan mempengaruhi tipe pasar, lingkungan teknologi, dan persaingan
yang harus dihadapinya. Faktor-faktor ini yang selanjutnya mempengaruhi derajat
desentralisasi.

d. Penyebaran geografis organisasi.
Umumnya, semakin menyebar satuan-satuan organisasi secara geografis, organisasi akan
cenderung melakukan desentralisasi, karena pembuatan keputusan akan lebih sesuai
kondisi lokal masing-masing.
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e. Tersedianya peralatan pengawasan yang efektif.
Organisasi yang kekurangan peralatan-peralatan efektif untuk melakukan pengawasan
satuan-satuan tingkat bawah akan cenderung melakukan sentralisasi bila manajemen tidak
dapat dengan mudah memonitor pelaksanaan kerja bawahannya.

f. Kualitas manajer.
Desentralisasi memerlukan lebih banyak manajer-manajer yang berkualitas,karena mereka
harus membuat keputusan sendiri.

g. Keanakaragaman produk dan jasa.
Makin beraneka ragam produk atau jasa yang ditawarkan, organisasi cenderung melakukan
desentralisasi, dan sebaliknyasemakin tidak beraneka ragam maka lebih cenderung
melakukan sentralisasi.

h. Karakteristik-karakteristik organisasi lainnya, seperti biaya danresiko yang berhubungan
dengan pembuatan keputusan, sejarahpertumbuhan organisasi, kemampuan manajemen
bawah, dansebagainya.

Desentralisasi diperlukan sebab adanya kondisi administratif yang semakin kompleks, begitu
pula dengan tugas dan tanggung jawab, sehingga perlu pendistribusian otoritas kepada
manajemen yang lebih rendah.Menurut Febriati dan Riharjo (2013), terdapat empat kunci
dalam penerapan wewenang terdesentralisasi, yaitu:
a. Delegasi
b. Wewenang
c. Tanggung jawab
d. Akuntabilitas
Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisai dalam suatuorganisasi, mungkin
berbeda hal ini mungkin dikarenakan berbedanya divisi atau departemen organisasi atau
perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Jadi pendekatan yang paling logis yang
dapat digunakan organisasi adalah mengamati segala kemungkinan yang terjadi.

Pembebanan Tugas
Mengidentifikasi tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk

mencapai tujuan organisasi dapat disebut job designing. Sedangkan proses dalam menentukan
prosedur dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan seseorang dalam jabatannya dengan dasar
job specialization. Dimana membagi tugas-tugas ke dalam komponen yang lebih kecil dengan
cara sistematis. Job spesialization dapat dilakukan deengan cara :
a. Melakukan rotasi tugas
b. Menambah tugas suatu unit
c. Menambah tugas dan wewenang
Dalam pemberian wewenang harus sama dengan tanggung jawab. Jika beban tanggung jawab
lebih besar dari wewenang maka dapat menimbulkan dampak orang tersebut akan stress, tidak
tahan dan mundur dari pekerjaannya. Sebaliknya jika authority lebih besar dari tanggung
jawab akan menimbulkan korupsi dan penyelewengan kekuasaan (Harahap,2007). Langkah-
langkah dalam pendelegasian wewenang :
a. Tugas dan tanggung jawab.
b. Berikan wewenang untuk menyelesaikan tugas.
c. Minta pertanggungjawaban atau accountability.
Namun dalam prakteknya, sering ditemukan kendala dalam pendelegasian wewenang, seperti:
a. Pekerjaan tidak teratur, sehingga sulit didelegasikansecara sistematis.
b. Takut pada atasan, bawahan akan mengerjakannya lebih baik sehingga akan

mempengaruhi eksistensinya sebagai atasan.
c. Atasan takut kalau bawahannya tidak mampu mengerjakannya.
d. Bawahan tidak mau menerima tugas.
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Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual (PP Nomor 71 Tahun 2010)
Simanjutak (2010) menjelaskan bahwa akuntansi berbasis akrual merupakan suatu

basis akuntansi yang terkait dengan pengakuan, pencatatan dan penyajian transaksi ekonomi
dan peristiwa lain dalam laporan keuangan pada saat terjadinya tersebut, tanpa
memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Menurut Mahmudi (2011)
dalam pengaplikasiannya akuntansi akrual memiliki tujuan dalam penentuan biaya pelayanan
(cost of service) dan penentuan harga/tarif (pricing/charging for service). Menurut Ritonga
(2010) akuntansi berbasis akrual memiliki konsep sebagai berikut:
a. Pengakuan pendapatan suatu konsep ketika perusahaan mempunyai hak melakukan

penagihan atau suatu transaksi/kejadian dan yang penting adalah tentang kapan kas benar-
benar diterima.

b. Pengakuan biaya pengakuan saat kewajiban sudah terjadi, namun biaya belum dibayarkan,
missal utang usaha yang jatuh tempo.

Mardiasmo (2009) juga menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual dianggap lebih baik
daripada akuntansi berbasis kas karena dianggap laporan keuangan yang disajikan lebih dapat
dipercaya, lebih akurat, lebih komprehensif, dan lebih relevan untuk digunakan dalam
pengambilan keputusan dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
Dalam study nomor 14 yang diterbitkan oleh Internasional Public Sektor Accounting
Standard Board (2011), mengatakan bahwa informasi yang disajikan pada akuntansi berbasis
akrual dalam pelaporan keuangan memungkinkan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam
rangka :
a. Menilai akuntabilitas pengolahan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber

daya tersebut.
b. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus dari suatu entitas.
Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan
suatu entitas.

Pengaruh ketidakpastian ligkungan terhadap pelaporan keuangan berbasis akrual.
Ketidakpastian lingkungan adalah situasi dimana seseorang terkendala untuk

memprediksi keadaan sekitar, sehingga sulit untuk mengetahui gagal atau berhasil keputusan
yang dibuat. Menurut Mardiyah dan Gudono (2001) ketidakpastian lingkungan adalah kondisi
lingkungan ekternal yang dapat mempengaruhi operasionalisasi perusahaan. Sedangkan
Tjahjadi (2011) ketidakpastian lingkungan didefinisikan sebagai faktor-faktor lingkungan
yang dihadapi oleh organisasi dan berpotensi menggangu kinerja organisasi bila
organisasitidak mampu beradaptasi dengan baik terhadap laju perubahan maupun
dinamikanya, yang terdiri dari faktor-faktor tingkat perubahan regulasi, tingkat perubahan
teknologi informasi, tingkat perubahan pasar dan persaingan. Ketidakpastian lingkungan yang
dihadapi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Semakin
tinggi kemampuan dalam memprediksi maka semakin rendah tingkat ketidakpastian
lingkungan yang dihadapi. Ketidakpastian lingkungan yang tinggi diidentifikasi sebagai
faktor penting karena kondisi demikian dapat menyulitkan perencanaan dan pengendalian.
Perencanaan menjadi bermasalah dalam situasi operasi yang tidak pasti karena tidak
terprediksinya kejadian dimasa mendatang.

Penelitian sebelumnya Asroel (2016),Lubis (2017),Indrayani,et al. (2017) menemukan
bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.
Untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan maka dibutuhkan informasi akuntansi
manajemen. Kondisi tersebut menunjukkan semakin tinggi tingkat ketidakpastian lingkungan
menyebabkan manajer merasa tidak memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa
depan secara akurat. Pengendalian terhadap aktivitas perusahaan juga sulit dilakukan dalam
suasana yang tidak pasti.Kesulitan yang disebabkan oleh ketidakpastian lingkungan yang
dirasakan oleh para manajer baik menyangkut aktivitas perencanaan maupun pengendalian
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dapat dikurangi dengan pendelegasian wewenang (desentralisasi) dan pemberian informasi
lingkup luas (Muslichah, 2002). Organisasi yang sukses akan selalu beradaptasi dengan
perubahan perubahan lingkungannya dan secara proaktif merubah lingkungannya. Organisasi
harus mengelola ketidakpastian lingkungan untuk menjadi efektif. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa tingkat ketidakpastian lingkungan yang semakin tinggi mempengaruhi
menurunnya pelaporan keuangan berbasis akrual. Berdasarkan penjelasan diatas, maka
penelitian ini bermaksud untuk menguji ketidakpastian lingkungan terhadap pelaporan
keuangan berbasis akrual.

Pengaruh desentralisasi terhadap pelaporan keuangan berbasis akrual.
Hansen dan Mowen (2001) desentralisasi (decentralitation) adalah praktek

pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah.
Simamora (2005) desentralisasi adalah otoritas atau wewenang pengembalian keputusan
kepada jajaran manajemen yang lebih rendah kedalam sebuah organisasi. Mendelegasikan
wewenang dari top manajemen kepada unit organisasi yang menjadi bawahannya merupakan
salah satu cara yang sering digunakan dalam pengendalian kegiatan organisasi. Desentralisasi
dengan memberikan pertanggungjawaban untuk berbagai tugas bagi manajer tingkat bawah
merupakan mekanisme organisasi yang dapat menjamin bahwa tugas-tugas dapat
dilaksanakan dan tujuan organisasi akan dapat dicapai.

Dari penelitian yang dilakukan Desmiyanti (2010) dan Ingkiriwang (2013)
desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Desentaralisasi dalam bentuk
pendistribusian otoritas pada manajemen yang lebih rendah diperlukan karena semakin
kompleks kondisi administratif, tugas dan tanggung jawab. Dengan pendelegasian wewenang
maka akan membantu meringankan beban manajemen yang lebih tinggi. Tingkat
desentralisasi yang tinggi merupakan bentuk yang tepat untuk menghadapi peningkatan
ketidakpastian sehingga menunjang pencapaian kinerja manajerial yang lebih baik.

Melalui desentralisasi suatu organisasi mampu menyediakan manajernya dengan
tanggung jawab dan pengendalian yang lebih besar terhadap aktivitas dan juga akses yang
lebih besar terhadap informasi yang dibutuhkan. Adanya desentralisasi ini akan menyebabkan
para manajer yang dikenai limpahan wewenang membutuhkan karakteristik sistem akuntansi
manajemen yang andal agar dapat menyediahkan kebutuhan informasi yang tepat dan relevan
dalam laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini terjadi karena dalam sistem desentralisasi
manajer tidak hanya menjalankan tugas atas perintah atasanya saja, tetapi harus juga dapat
mengambil keputusan yang mana keputusan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi
instansi/perusahaan yang mereka pimpin. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini
bermaksud untuk menguji desentralisasi terhadap pelaporan keuangan berbasis akrual.

Pengaruh pembebanan tugas terhadap pelaporan keuangan berbasis akrual.
Pembebanan tugas adalah kegiatan seorang atasan untuk menugaskan bawahannya

untuk mengerjakan bagian daripada tugas manajer yang bersangkutan, dan pada waktu yang
bersamaan memberikan kekuasaan kepada bawahan tersebut sehingga bawahan itu dapat
mempertanggung jawabkan hal-hal yang didelegasikan kepadanya. Dalam penelitian yang
dilakukan Rini (2007) pembebanan tugas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap akuntabilitas kinerja dinas. Pembebanan tugas ini diharapkan dapat membuat tugas
manajer lebih mudah karena telah didelegasikan kepada bawahannya. Memberikan
pertanggungjawaban berarti memberikan laporan bagaimana seseorang melaksanakan tugas-
tugasnya dan bagaimana dia memakai wewenang yang diberikan kepadanya.
Pertanggungjawaban kepada pemerintahan pusat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat
luas. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini bermaksud untuk menguji pembeban
tugas yang diberikan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan berbasis akrual.
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Hipotesis Penelitian
H1 : Ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan berbasis

akrual.
H2 :   Desentralisasi berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan berbasis akrual.
H3 :   Pembebanan tugas berpengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan berbasis akrual.

3. Metode Penelitian
Jenis Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian bersifat
explanatory research, karena didalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis
serta memberikan penjelasan secara empiris untuk mengkaji hasil penelitian berdasarkan teori
yang ada.

Pengukuran Variabel
Tabel 1

Pengukuran Variabel

Variabel Indikator Variabel Butir Pertanyaan Teknik
Pengukuran

Sumber

Ketidakpastian
Lingkungan

1. Keadaan 1. Lingkungan internal

Interval
Asroel
(2016)

2. Pengaruh 2. Lingkungan
3. Eksternal

3. Respon 4. Tanggapan
Desentralisasi 1. Pengembangan 1. Tingkat SDM karyawan

Interval Rini (2007)2. Perencanaan 2. Investasi
Kebijakan 3. Alokasi anggaran

3. Penentuan 4. Prioritas program
Pembebanan
Tugas

1. Beban kinerja 1. Integritas kinerja

Interval Rini (2007)
2. Pemahaman

pekerjaan
2. Pemahaman dan rutinitas

yang berulang-ulang
3. Beban tugas 3. Rutinitas tugas yang

dikerjakan
Pelaporan
Keuangan
Berbasis Akrual

1. Pemahaman
instansi

1. Kemampuan
2. Ketepatan waktu

Interval Biduri
(2013)

1. Pemahaman
aparatur

2. Pengetahuan dan
pemahaman

3. Komitmen
pemerintah

4. Pemenuhan komitmen
5. Sosialisasi

3. Faktor
penghambat

4. Pendidikan dan
pengalaman

5. Fasilitas dan sistem

Teknik Pengambilan Sampel
Sampel dalam penelitian ini yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Pemerintahan
Daerah (PPK-OPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) diwilayah
Kabupaten Sidoarjo. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Pegawai yang berkedudukan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat

Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD).
2. Memiliki masa kerja minimal 3 (Tiga) Tahun.
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Teknik Pengumpulan Data
Kuesioner dapat berupa pertanyaan-pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada
responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Untuk menentukan skor
pilihan jawaban responden menggunakan skala Likert. Dikemukakan Sugiyono (2014) bahwa
skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau
sekelompok orang tentang fenomena sosial. Kuesioner diberikan kepada Pejabat
Penatausahaan Keuangan Organisasi Pemerintah Daerah (PPK-OPD) dan Pejabat
Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) di Kabupaten Sidoarjo.

Uji Hipotesis (Uji t)
Uji t dilakukan pada dasarnya untuk mengetahui apakah variabel bebas mempunyai pengaruh
secara individual atau secara parsial terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2007). Pengujian
dilakukan dengan menggunakan significance level  0,05 (α=5%). Untuk menguji hipotesis
dilakukan dengan cara:
1. Jika nilai signifikan t > 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti bahwa secara parsial

variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependen.

2. Jika nilai signifikan t ≤ 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa secara parsial
variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependen.

Hasil dan Pembahasan
Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
ketidakpastian lingkungan, desentralisasi, dan pembebanan tugas secara individual dalam
menerangkan variasi-variabel pelaporan keuangan berbasis akrual. Pengujian dilakukan
dengan menggunakansignificance level  0,05 (α=5%).  Penerimaan atau penolakan hipotesis
dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka hipotesis
ditolak. (2) Jika nilai signifikansi t ≤ 0,05 maka hipotesis diterima.Hasil dari Uji t yang
tampak pada Tabel 17.

Tabel 2
Hasil Uji t
Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 16.476 4.105 4.013 .000

KL .284 .111 .213 2.557 .012
DS 1.207 .106 .807 11.385 .000
PT -.124 .066 -.155 -1.863 .066

a. Dependent Variable: EP
Sumber: Data Primer 2018, diolah (Lampiran 9)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 2, dapat diperoleh :
1 Pengujian pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap laporan keuangan berbasis akrua

menghasilkan nilai signifikansi 0,012 atau nilai signifikansi < 0,05, dengan arah positif
dan signifikan terhadap pelaporan keuangan berbasis akrual, hal ini sesuai dengan
hipotesis yang dirumuskan yang menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan
berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan berbasis akrual, dengan demikian
hipotesis pertama ditolak.
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2 Pengujian pengaruh desentralisasi terhadap pelaporan keuangan berbasis menghasilkan
nilai signifikansi 0,000 atau nilai signifikansi < 0,05, dengan arah positif terhadap
pelaporan keuangan berbasis akrual, hal ini sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan
yang menyatakan bahwa desentralisasiberpengaruh positif dan signifikan terhadap
pelaporan keuangan berbasis akrual, dengan demikian hipotesis kedua diterima.

3 Pengujian pengaruh pembebanan tugasterhadap pelaporan keuangan berbasis akrual
menghasilkan nilai signifikansi 0,066 atau nilai signifikansi > 0,05, dengan arah negatif
dan tidak signifikan terhadap pelaporan keuangan berbasis, hal ini sesuai dengan hipotesis
yang dirumuskan yang menyatakan bahwa pembebanan tugas berpengaruh negatif
terhadap pelaporan keuangan berbasis akrual, dengan demikian hipotesis ketiga diterima.

Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual.
Hipotesis penelitian yang pertama menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan

berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan berbasis akrual. Berdasarkan hasil
pengujian menunjukkan bahwa H1ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Asroel (2016); Lubis (2017); Indrayani, et al. (2017), dengan hasil
pengujiannya yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat ketidakpastian lingkungan
menyebabkan manajer merasa semakin tidak memiliki informasi yang cukup untuk
memprediksi masa depan secara akurat. Sistem akuntansi manajemen yang handal akan
memudahkan penyediaan informasi yang tepat waktu dan relevan, dimana para manajer
memiliki kebutuhan informasi yang berbeda, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat
ketidakpastian lingkungan akan mempengaruhi tingkat ketersediaan informasi sistem
akuntansi manajemen.

Ketidakpastian dapat diartikan sebagai rasa ketidakmampuan individu dalam
memprediksi lingkungannya secara tepat. Ketidakpastian lingkungan yang dihadapi
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Semakin tinggi
kemampuan dalam memprediksi maka semakin rendah tingkat ketidakpastian lingkungan
yang dihadapi. Ketidakpastian lingkungan yang tinggi diidentifikasi sebagai faktor penting
karena kondisi demikian dapat menyulitkan perencanaan dan pengendalian,perencanaan
menjadi bermasalah dalam situasi operasi yang tidak pasti karena tidak terprediksinya
kejadian dimasa mendatang.Seorang manajer dapat merasa tidak pasti terhadap tindakan apa
yang harus dilakukan dalam menghadapi dinamika para pemasok, pesaing, pelanggan,
konsumen dan lain sebagainya, atau manajer merasa tidak pasti terhadap kemungkinan
perubahan lingkungan yang relevan, seperti perubahan teknologi, budaya, demografi dan lain-
lain.

Ketidakpastian pengaruh (effect uncertainty) berkaitan dengan ketidakmampuan
seseorang untuk memprediksi pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Ketidakpastian
pengaruh ini meliputi sifat, kedalaman, dan waktu. Seorang manajer berada dalam
ketidakpastian pengaruh, bila ia merasa tidak pasti terhadap bagaimana suatu peristiwa
berpengaruh terhadap organisasi (sifat), seberapa jauh peristiwa tersebut berpengaruh
(kedalaman) dan kapan pengaruh tersebut akan sampai pada organisasi (waktu).
Ketidakpastian pengaruh atas peristiwa yang terjadi pada masa mendatang akan menjadi lebih
menonjol jika ketidakpastian keadaan lingkungan sangat tinggi di masa yang akan
datang.Lingkungan akan mempengaruh kehidupan organisasi, karena di dalam lingkungan
organisasi yang stabil proses perencanaan dan pengendalian tidak banyak menghadapi
masalah, namun dalam kondisi yang tidak pasti proses perencanaan dan pengendalian akan
menjadi lebih sulit dan banyak menghadapi masalah karena kejadian-kejadian yang akan
datang sulit diperkirakan (Muntu, 2006). Konsep ketidakpastian, tidak berhubungan dengan
lingkungan fisik itu sendiri, tetapi dengan pengetahuan individu dan persepsi terhadap
lingkungannya.
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Dalam ketidakpastian lingkungan yang tinggi, informasi merupakan komoditi yang
sangat berguna dalam proses kegiatan perencanaan dan kontrol dalam suatu organisasi.
Sistem akuntansi manajemen yang andal akan memudahkan penyediaan informasi yang tepat
waktu dan relevan, dimana para manajer memiliki kebutuhan informasi yang berbeda.
Ketidakpastian lingkungan dalam hal ini adalah kondisi dimana OPD mengalami
ketidakpastian yang disebabkan adanya pengaruh dari luar OPD, seperti sering terjadinya
perubahan peraturan, tidak matvh-nya atara peraturan yang satu dengan yang lain, terjadinya
mutasi staf OPD yang cepat dan, lain sebagainya. OPD dituntut untuk menyesuaikan diri
dengan kondisi lingkungan yang ada, baik dalam praktik maupun operasionalnya.

Pengaruh Desentralisasi Terhadap Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual.
Hipotesis penelitian yang kedua menyatakan bahwa desentralisasi berpengaruh positif

terhadap pelaporan keuangan berbasis akrual. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan
bahwa H2 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Desmiyanti (2010) dan Ingkiriwang (2013), dengan hasil pengujiannya yang menyatakan
bahwa desentaralisasi dalam bentuk pendistribusian otoritas pada manajemen yang lebih
rendah diperlukan karena semakin kompleks kondisi administratif, tugas dan tanggung jawab.
Dengan pendelegasian wewenang maka akan membantu meringankan beban manajemen yang
lebih tinggi. Tingkat desentralisasi yang tinggi merupakan bentuk yang tepat untuk
menghadapi peningkatan ketidakpastian sehingga menunjang pencapaian kinerja manajerial
yang lebih baik.

Tingkat pendelegasian menunjukkan seberapa jauh manajemen yang lebih tinggi
mengijinkan manajemen yang lebih rendah untuk membuat kebijakan secara independen
artinya pendelegasian yang diberikan kepada manajemen yang lebih rendah (subordinate)
dalam kaitannya dengan otoritas pembuatan keputusan (decision making) dan desentralisasi
memerlukan tanggung jawab terhadap aktivitas subordinate tersebut. Otoritas disini
memberikan pengertian sebagai hak untuk menentukan penugasan, sedangkan tanggung
jawab adalah kewajiban untuk mencapai tugas yang telah ditetapkan. Adanya kondisi
desentralisasi menyebabkan manajer memiliki peran yang lebih besar dalam pembuatan
keputusan dan pengimplementasiannya, serta lebih bertanggung jawab terhadap aktivitas unit
kerja yang dipimpinnya. Desentralisasi juga akan menyebabkan para manajer yang dikenai
limpahan wewenang membutuhkan informasi yang berkualitas serta relevan guna mendukung
kualitas keputusan. Organisasi yang desentralisasi akan menjadi lebih efektif apabila
mendukung pengguna informasi untuk pengambilan keputusan.

Desentralisasi berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap karakteristik
informasi sistem manajemen yang andal, hal ini disebabkan karena manajer memiliki
tanggung jawab dan pengendalian aktivitas yang lebih besar sehingga membutuhkan akses
yang lebih besar pula kepada informasi. Mendelegasikan wewenang dari top manajemen
kepada unit organisasi yang menjadi bawahannya merupakan salah satu cara yang sering
digunakan dalam pengendalian kegiatan organisasi. Desentralisasi dengan memberikan
pertanggungjawaban untuk berbagai tugas bagi manajer tingkat bawah merupakan mekanisme
organisasi yang dapat menjamin bahwa tugas-tugas dapat dilaksanakan dan tujuan organisasi
akan dapat dicapai. Manajer pusat pertanggungjawaban (unit organisasi) bisa diberikan target
yang jelas tentang rentang tugasnya dan bertanggung jawab atas segala aspek pertanggung
jawabannya. Organisasi harus menyerahkan sebagian wewenang pengambilan keputusannya
kepada manajer yang lebih rendah tingkatannya. Makin besar kadar penyerahan ini, makin
besar desentralisasi yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan.

Pengaruh Pembebanan Tugas Terhadap Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual.
Hipotesis penelitian yang ketiga menyatakan bahwa pembebanan tugas berpengaruh

negatif terhadap pelaporan keuangan berbasis akrual. Berdasarkan hasil pengujian
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menunjukkan bahwa H3 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Rini (2007), dengan hasil pengujiannya yang menyatakan bahwa pembebanan
tugas ini diharapkan dapat membuat tugas manajer lebih mudah karena telah didelegasikan
kepada bawahannya, memberikan pertanggungjawaban berarti memberikan laporan
bagaimana seseorang melaksanakan tugas-tugasnya dan bagaimana dia memakai wewenang
yang diberikan kepadanya

Pembebanan tugas adalah kegiatan seorang atasan untuk menugaskan bawahannya
untuk mengerjakan bagian daripada tugas manajer yang bersangkutan, dan pada waktu yang
bersamaan memberikan kekuasaan kepada bawahan tersebut sehingga bawahan itu dapat
mempertanggung jawabkan hal-hal yang didelegasikan kepadanya. Mengidentifikasi tugas-
tugas atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi dapat
disebut job designing. Sedangkan proses dalam menentukan prosedur dan kegiatan apa yang
akan dilaksanakan seseorang dalam jabatannya dengan dasar job specialization. Dimana
membagi tugas-tugas ke dalam komponen yang lebih kecil dengan cara sistematis. Pemberian
wewenang harus sama dengan tanggung jawab. Jika beban tanggung jawab lebih besar dari
wewenang maka dapat menimbulkan dampak orang tersebut akan stress, tidak tahan dan
mundur dari pekerjaannya. Sebaliknya jika authority lebih besar dari tanggung jawab akan
menimbulkan korupsi dan penyelewengan kekuasaan.

4.Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat
menarik simpulan sebagai berikut:
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan

terhadap laporan keuangan berbasis akrual dengan arah koefisien positif. Hal ini
menunjukan semakin tinggi tingkat ketidakpastian lingkungan menyebabkan manajer
merasa tidak memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara akurat.
Kondisi ketidakpastian yang tinggi, informasi merupakan komoditi yang sangat berguna
sekali dalam proses kegiatan perencanaan dan control dalam suatu organisasi. Sistem
akuntansi manajemen yang handal akan memudahkan penyediaan informasi yang tepat
waktu dan relevan, dimana para manajer memiliki kebutuhan informasi yang berbeda,
dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat ketidakpastian lingkunganakan
mempengaruhi tingkat ketersediaan informasi sistem akuntansi manajemen.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap
pelaporan keuangan berbasis akrual dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan
desentaralisas dalam bentuk pendistribusian otoritas pada manajemen yang lebih rendah
diperlukan karena semakin kompleks kondisi administratif, tugas dan tanggungjawab.
Dengan pendelegasian wewenang maka akan membantu meringankan beban manajemen
yang lebih tinggi. Tingkat desentralisasi yang tinggi merupakan bentuk yang tepat untuk
menghadapi peningkatan ketidakpastian sehingga menunjang pencapaian kinerja
manajerial yang lebih baik.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan tugas berpengaruh terhadap pelaporan
keuangan berbasis akrual dengan arah koefisien negatif. Hal ini menunjukkan pembebanan
tugas ini diharapkan dapat membuat tugas manajer lebih mudah karena telah didelegasikan
kepada bawahannya, memberikan pertanggungjawaban berarti memberikan laporan
bagaimana seseorang melaksanakan tugas-tugasnya dan bagaimana dia memakai
wewenang yang diberikan kepadanya, kegiatan seorang atasan untuk menugaskan
bawahannya untuk mengerjakan bagian dari pada tugas manajer yang bersangkutan, dan
pada waktu yang bersamaan memberikan kekuasaan kepada bawahan tersebut sehingga
bawahan itu dapat mempertanggungjawabkan hal-hal yang didelegasikan kepadanya.
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